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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelayanan
Pelayanan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, dapat juga dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pelayanan merupakan suatu pemecahan permasalahan antara manusia sebagai konsumen dan perusahaan sebagai pemberi atau penyelenggara pelayanan.  Maka Gronroos mendefinisikan pelayanan yaitu :
“Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang               bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberian pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen /  pelanggan”.(Gronroos, 1990:27)
Berdasarkan pendapat di atas jelas disebutkan bahwa ciri pokok pelayanan adalah tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan melibatkan upaya manusia (karyawan) atau peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan penyelenggara pelayanan. Jadi, pelayanan merupakan serangkaian aktivitas yang tidak dapat diraba dan terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara pemberi pelayanan dan yang diberi pelayanan.
Selain definisi pelayanan di atas Kotler pun ikut mendefinisikan pelayanan sebagai berikut : “pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Kotler dalam Lukman, 2000:8).
Definisi menurut Kotler jelas bahwa pelayanan adalah suatu kumpulan atau kesatuan yang melakukan kegiatan menguntungkan dan menawarkan suatu kepuasan meskipun hasilnya secara fisik tidak terikat kepada produk. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam memberikan kepuasan kepada yang menerima pelayanan meskipun hasilnya tidak terikat pada produk tersebut.
Menelusuri arti pelayanan di atas tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan umum. Oleh karena itu antara kepentingan umum dengan pelayanan umum adanya hubungan yang saling berkaitan. Meskipun dalam perkembangan lebih lanjut pelayanan umum dapat juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan organisasi.
Sistem informasi ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari hasil pengolahan data ini tentunya memberikan pelayanan terbaik kepada publik atau masyarakat. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai pelayanan publik, maka penulis akan menguraikan pengertian pelayanan yang lebih luas lagi setelah melihat definisi-definisi di atas. Pengertian pelayanan tersebut dikemukakan Menurut Samparan Lukman dalam Sinambela, sebagai berikut:
“Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan”.

(Lukman dalam Sinambela, 2006:5)
Definisi menurut Samparan Lukman tidak jauh beda dengan definisi yang dikemukakan oleh Kotler. Definisi menurut Samparan Lukman bisa kita simpulkan bahwa pelayanan bertujuan untuk memuaskan pelanggan dalam suatu kegiatan yang berinteraksi langsung antara satu orang dengan orang lain.
Setelah melihat definisi tentang pelayanan, maka akan di uraikan istilah tentang publik, menurut Sinambela istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara (Sinambela, 2006:5). Sedangkan istilah publik menurut Inu dan kawan-kawan dalam Sinambela, mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki (Inu dalam Sinambela, 2006:5).
Berdasarkan pendapat para ahli di atas mengenai pelayanan dan publik, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam memberikan kepuasan kepada yang menerima pelayanan. Sedangkan publik adalah manusia atau masyarakat yang memiliki kebersamaan dalam pemikiran berdasarkan peraturan–peraturan. Dalam melengkapi uraian tersebut, ada pengertian tentang pelayanan umum (publik) dari para ahli, yaitu:
“Pelayanan umum (publik) adalah kegiatan yang dilakukan   oleh   seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya”. 
(Moenir, 2006:26)

Berdasarkan uraian di atas, maka pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan landasan faktor material melalui sistem tertentu. Dengan begitu Pemerintah pun harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik atau masyarakat umum. Moenir berpendapat bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik, dapat dilakukan dengan cara:
“1. Memberikan kemudahan dalam pengurusan hal-hal yang    dianggap penting
  2. Memberikan pelayanan secara wajar

3. Memberikan perlakuan yang sama tanpa pilih-kasih

4. Bersikap jujur dan terus terang”.
(Moenir, 2006:47).

Pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap masyarakatnya harus dilakukan dengan cara yang terbaik. Pelayanan yang terbaik harus dilakukan dengan cara-cara seperti yang telah dikutif di atas dengan cara memberikan kemudahan dalam mengurus berbagai urusan supaya pelayanan yang dilakukan bisa berjalan dengan cepat, memberikan pelayanan secara wajar dan tidak berlebihan sesuai dengan keperluannya masing-masing, memberikan perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan dan bisa bersikap jujur. 

Menjelaskan uraian pelayanan yang baik yang dapat memberikan kepuasan masyarakat, maka menurut Moenir dampak kepuasan masyarakat dapat terlihat pada:

“1.
Masyarakat sangat menghargai kepada korps pegawai yang bertugas di bidang pelayanan umum. Mereka tidak memandang remeh dan mencemooh korps itu dan tidak pula berlaku sembarang
2. Masyarakat terdorong mematuhi aturan dengan penuh kesadaran tanpa prasangka buruk, sehingga lambat laun dapat terbentuk sistem pengendalian diri yang akan sangat efektif dalam ketertiban berpemerintahan dan bernegara

3. Ada rasa bangga pada masyarakat atas karya korps pegawai di bidang layanan umum, meskipun di lain pihak ada yang merasa ruang geraknya dipersempit karena tidak dapat lagi mempermainkan masyarakat

4. Kelambatan-kelambatan yang biasa ditemui, dapat dihindarkan dan ditiadakan. Sebaliknya akan dapat ditumbuhkan percepatan kegiatan di masyarakat di semua bidang kegiatan baik ekonomi, sosial maupun budaya

5. Adanya kelancaran di bidang pelayanan umum, usaha dan inisiatif masyarakat mengalami peningkatan, yang berdampak meningkatnya pula usaha pengembangan ideologi, politik, sosial dan budaya (ipoleksosbud) masyarakat ke arah tercapainya masyarakat adil dan makmur berlandaskan pancasila”.
(Moenir, 2006:45).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat akan sangat menghargai kepada pegawai karena pelayanan yang mereka dapatkan sangat memuaskan dengan begitu masyarakat dapat mematuhi peraturan yang ada dengan penuh kesadaran dan pada akhirnya adanya kelancaran dalam pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat, untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari :
“1.
Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti

2. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas

4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik”. 

(Sinambela, 2006:6).

Kualitas pelayanan prima dapat tercermin dengan adanya transparansi atau keterbukaan dan mudah diakses oleh semua masyarakat, jadi masyarakat dapat merasakan akses pelayanan yang memadai dan mudah dimengerti. Pelayanan yang prima juga pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, peraturan tersebut dapat melindungi masyarakat sebagai nilai kepercayaan yang didapat oleh masyarakat. 

Pelayanan yang di berikan kepada masyarakat, pelayanan yang sesuai dengan kemampuan yang memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan tersebut. Selanjutnya pelayanan yang di berikan kepada masyarakat harus sesuai dengan keinginan atau aspirasi masyarakat dan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Pelayanan juga diberikan kepada semua lapisan masyarakat, tanpa membedakan status atau jenis kelamin, sehingga akan tercipta pelayanan yang adil yang di rasakan oleh penerima pelayanan. 

Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan. Pelayanan publik harus responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai-nilai publik yang ada. Hal ini mengandung makna bahwa karakter dan nilai yang terkandung di dalam pelayanan publik tersebut harus berisi preferensi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.
2.2 Sistem Informasi
Negara Indonesia saat ini sedang menuju ke era baru yang lebih menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan lebih terbuka dalam menangkap aspirasi atau suara nurani masyarakat yang berkembang di lingkungan masyarakat. Dalam era keterbukaan ini, tuntutan pemerintah untuk menyampaikan informasi melalui perangkat-perangkat lunak seperti komputer sangat diperlukan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sekarang lebih kritis dalam menyikapi masalah yang berkaitan dengan pelayanan publik, selain itu juga masyarakat era sekarang jauh lebih terbuka terhadap hal-hal baru khususnya dalam perkembangan dunia informasi.

Dalam perkembangan informasi berbasis komputer ini, pemerintah daerah juga dituntut agar siap dalam mengoprasionalkan semua pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sistem komputerisasi. Melengkapi pandangan tersebut, maka diuraikan mengenai sistem, data dan informasi, M. Khoirul Anwar dalam buku SIMDA: Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah menjelaskan pengertian sistem, yaitu “seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan” (Anwar, 2004:4). Jadi sistem merupakan suatu komponen yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, komponen tersebut saling berhubungan satu sama lainnya dan mempunyai tujuan yang sama. 
Pengertian data menurut Wahyono, “data adalah bahan baku informasi, didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda dan sebagainya” (Wahyono, 2004:2). Jadi data sebagai bahan baku informasi dan sebagai kelompok teratur yang mewakili kuantitas. 

Definisi informasi dikemukakan oleh Wahyono sebagai berikut : 

 “Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk   yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan”. (Wahyono, 2004:3)

Kegunaan informasi untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. Sedangkan nilai dari pada informasi ditentukan oleh manfaat, biaya dan kualitas maksudnya bahwa informasi dianggap bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Menurut Sondang, informasi yang mampu mendukung proses pengambilan keputusan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
“Lengkap, mutakhir, akurat, dapat dipercaya, dan disimpan sedemikian rupa sehingga mudah ditelusuri untuk digunakan sebagai alat pendukung proses pengambilan keputusan apabila diperlukan”. (Sondang, 2006:76)

Suatu informasi yang berkualitas seperti yang dikemukakan di atas harus mempunyai empat ciri yang pertama yaitu : suatu informasi harus akurat, akuratnya informasi karena telah melakukan pengujian dan apabila pengujian tersebut berhasil maka informasi tersebut dianggap data. Kedua, suatu informasi harus tepat waktu, karena suatu informasi harus ada jika informasi tersebut diperlukan. Ketiga, suatu informasi harus relevan, karena suatu informasi yang diberikan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan yang keempat, adalah suatu informasi haruslah lengkap tidak boleh kurang, jika informasi tersebut kurang maka suatu informasi masih diragukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka antara  sistem, data dan informasi memiliki kesinambungan yang saling melengkapi. Data merupakan bahan baku atau bahan awal bagi suatu informasi dari data-data yang masih bersifat acak kemudian data tersebut disaring  untuk mendapatkan informasi yang akurat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya data yang sudah menjadi informasi tersebut akan menjadi sistem informasi, yaitu bagian dari komponen-komponen yang berasal dari hasil pengolahan data, yang kemudian akan di informasikan kepada seseorang yang memerlukan informasi tersebut. Oleh karena itu, Whitten mendefinisikan sistem informasi sebagai berikut :

“Sistem informasi merupakan susunan dari orang-orang, kegiatan, data, jaringan (Network), dan teknologi yang diintegrasikan sedemikian rupa dengan tujuan untuk mendukung dan memperbaiki operasi sehari-hari perusahaan serta untuk memenuhi kebutuhan informasi baik untuk pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah para manajer”.(Whitten, 2004:56)
Definisi yang dikemukakan Whitten di atas merupakan suatu sistem informasi yang disusun dari orang-orang atau data yang diintegrasikan sedemikian rupa dengan satu tujuan bersama untuk mendukung dan memperbaiki perusahaan. Disamping definisi yang dikemukakan oleh Whitten maka Azhar Susanto pun mendefinisikan sistem informasi sebagai berikut :
“Sistem informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik  phisik maupun non phisik yang saling berhubungan satu sama dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna”. (Azhar Susanto,2004:55)
Perkembangan zaman yang semakin maju dan teknologi yang semakin canggih, maka dalam pengolahan data secara elektronik sangat mendukung dalam berbagai kegiatan atau aktivitas. Pengolahan data secara elektronik merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi dengan menggunakan komputer yang mencangkup pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, dan pengawasan hasil pengolahan tersebut.
Informasi akan berkualitas apabila informasi tersebut bernilai dan bermanfaat, hal tersebut dapat dilihat melalui beberapa hal dalam sistem informasi seperti yang dikutip oleh Jogiyanto H.M dalam bukunya: Analisis dan Disain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis, yaitu : “kualitas informasi akurat, informasi harus tepat waktu, dan Informasi harus relevan”. (Jogiyanto, 2001:10)
Pertama, kualitas informasi harus akurat, informasi tersebut harus berdasarkan dari kesalahan atau kebenaran yang terjadi di lapangan atau lokasi dan informasi tersebut tidak biasa atau  bahkan menyesatkan bagi seseorang yang memerlukan informasi tersebut. Kedua, informasi harus tepat waktu, informasi yang disampaikan kepada seseorang atau pihak yang memerlukan tidak boleh terlambat. Apabila informasi itu tidak tepat waktu, maka informasi tersebut tidak bermanfaat dan tentunya merugikan pihak lain. Ketiga, informasi harus relevan, informasi tersebut harus memberikan manfaat bagi yang memerlukannya, karena informasi akan bermanfaat bagi seseorang atau penerima informasi apabila infomasi tersebut saling berkaitan antara informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal ini bahwa pemerintah harus menerapkan pengolahan data secara elektonik yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam mengakses informasi yang cepat, akurat dan bernilai yang berguna bagi penerima informasi. Penerapan pengolahan data secara elektronik tersebut, tidak hanya di tingkat pusat saja melainkan di tingkat daerah juga perlu diterapkan pengolahan data secara elektronik. Berikut ini menurut Anwar, alasan–alasan sekaligus latar belakang diterapkannya sistem informasi di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:
“1.
Peran informasi dan teknologi yang semakin canggih serta   mendominasi di hampir semua bidang kehidupan sehingga mendorong ke arah globalisasi

2.
Dalam era globalisasi akan dilandasi dengan kebutuhan informasi yang semakin meningkat diikuti dengan semakin berkembangnya jaringan internet, batas wilayah negara semakin tidak jelas, persaingan perdagangan semakin ketat

3. Munculnya tuntutan masyarakat pada birokrat untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

4. Kemajuan teknologi informasi yang semakin maju dan mampu mendorong kegiatan”. 

(Anwar, 2004:112-113)
Perkembangan teknologi begitu cepat seiring dengan semakin pesatnya dunia informasi, sehingga menjadikan jarak antara negara yang satu dengan yang lain begitu dekat dengan adanya teknologi. Hal ini juga yang menjadikan peran informasi dituntut untuk selalu akurat agar tidak ketinggalan informasi, hampir semua kegiatan sehari-sehari tidak akan terlepas dari pengaruh teknologi. Berkembang pesatnya peran informasi dan teknologi menyebabkan semakin mendekatkan wilayah negara sehingga batas wilayah tidak jelas,  dan timbulnya persaingan perdagangan yang sangat ketat.

2.3
Ketenagakerjaaan

Berbekal tekad untuk mengurangi jumlah pengangguran di Kota Bandung, Pemeritah Kota Bandung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung  No 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Bandung. Dalam Peraturan tersebut dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan secara umum.

Upaya penataan masalah Ketenagakerjaan secara lebih rinci agar tidak menimbulkan masalah dan untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum serta sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan pengendalian terhadap tenaga kerja. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Kebijakan berupa Keputusan Walikota Bandung No 958 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Bandung.
Setiap Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah pastilah ada tujuan yang harus dicapai. Tujuan tersebut harus mengakomodir kepentingan masyarakat umum dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan Negara. Secara umum kebijakan penyelenggaraan ketenagakerjaan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung memiliki tujuan sebagai berikut :

“1.Mengurangi angka pengangguran khususnya di Kota   Bandung dan umumnya bangsa Indonesia.

2. Meningkatkan pelayaanan di bidang ketenagakerjaan  kepada masyarakat.

3.
Mengatasi dan mengantisipasi perkembangan ketenagakerjaan di Kota Bandung”. (Kepwal Bandung No 958 Tahun 2003)

Dalam Keputusan Walikota Bandung No 958 Tahun 2003 dijelaskan bahwa tenaga kerja adalah  “Setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.(Kepwal Bandung No 958 Tahun 2003)

Jadi dari Kepwal tersebut jelas terlihat bahwa  pentingnya peranan tenaga kerja dalam bekerja di perusahaan, yaitu sebagai penghasil barang dan jasa guna memenuhi setiap kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu maka Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi kepada tenaga kerja, supaya hak-haknya terlindungi.
Orang yang dalam masa mencari pekerjaan atau yang sudah bekerja tetapi ingin pindah kerja pada dasarnya disebut sebagai pencari kerja. Adapun yang dimaksud dengan pencari kerja adalah :

“Angakatan kerja yang sedang menganggur dan yang mencari pekerjaan, maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan yang dinyatakan dengan aktivitasnya mendaftarkan diri kepada pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja atau melamar pekerjaan kepada pemberi kerja”.
(Kepwal Bandung No 958 Tahun 2003)

Berdasarkan Kepwal Bandung No.958 Tahun 2003, jelas diterangkan bahwa pencari kerja adalah orang yang sedang mencari kerja atau yang sedang menganggur ataupun yang sudah bekerja dan ingin pindah alih pekerjaan, dan orang tersebut mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan kerja atau melamar pekerjaan kepada pemberi kerja. Oleh sebab itu maka pencari kerja harus mempunyai persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh pemeberi kerja. 
Adapun persyaratan bagi pencari kerja  supaya dapat bekerja sebagai berikut:
“a. Usia minimal 18 Tahun atau sudah menikah

b. Memiliki KTP Kota Bandung

c. Foto copy Ijazah terakhir

d. Foto copy Sertifikat Ketelampilan 

e. Pas photo ukuran 3X4 cm sebanyak 2 lembar

f. Dan lain-lainnya apabila diperlukan”.

(Kepwal Bandung No 958 Tahun 2003)

Jadi jika pencari kerja yang melamar pekerjaan dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan di atas, maka pemberi kerja setidaknya mempertimbangkan  pencari kerja tersebut. Pemberi Kerja adalah “Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, badan sosial atau yayasan yang memperkerjakan tenaga kerja dengan memberi upah” (Kepwal Bandung No 958 Tahun 2003). Berdasarkan Kepwal tersebut, bahwa kewajiban pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan upah sesuai yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. 

2.4
Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Tentang Tenaga Kerja
Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu sumber daya fisik yang ada di perusahaan. Sumber daya manusia merupakan aktivitas merencanakan, menerima, menempatkan, melatih dan mengembangkan serta memelihara atau merawat sumber daya atau anggota perusahaan. Sumber daya manusia tidak terjadi pada lingkungan yang statis tapi pada lingkungan yang selalu berubah, karena itu proses pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan tidak pernah berhenti demi mendapatkan sumber daya yang sesuai dengan waktu dan tugas yang harus dilaksanakannya. Beberapa proses yang dilakukan dalam mengelola sumber daya manusia menurut Azhar Susanto adalah :

“1. Perencanaan SDM

2. Penerimaan Sumber Daya Manusia

3. Pemilihan

4. Sosialisasi

5. Pelatihan dan pengembangan
6. Penilaian Kinerja

7. Promosi, mutasi, penurunan pangkat, pemecatan”
 (Azhar Susanto,2004:95)

Pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia, aktivitas ini dimaksudkan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang selalu sesuai dengan kebutuhan. Tujuan ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap informasi yang berkaitan dengan SDM yang ada di perusahaan saat ini seperti :

a. Informasi tentang keahlian yang dimiliki dan yang diperlukan, lowongan pekerjaan yang ada dan rencana penambahan atau pengurangan karyawan di bagian tertentu.

b. Informasi tentang lingkungan seperti informasi tentang pasar tenaga kerja.

Dalam perencanaan sumber daya manusia ada empat aspek menurut Azhar Susanto yang harus dipertimbangkan, seperti : 
“a. Kebutuhan SDM (sumber daya manusia) dimasa mendatang
b. Keseimbangan SDM (sumber daya manusia) dimasa mendatang
c. Penerimaan atau pemutusan hubungan kerja
d. Pengembangan SDM (sumber daya manusia)”.
 (Azhar Susanto,2004:96)


Di dalam kebutuhan sumber daya manusia dimasa mendatang dengan menentukan berapa jumlah, jenis, dan tingkat keahlian sumber daya manusia yang diperlukan. Dalam keseimbangan sumber daya manusia di masa mendatang dengan membandingkan kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang dengan jumlah karyawan saat ini yang diperkirakan tetap bergabung dengan organisasi. Dalam penerimaan atau pemutusan hubungan kerja berdasarkan kondisi sumber daya manusia saat ini dan kebutuhan dimasa yang akan datang, dan terakhir tentang pengembangan sumber daya manusia yang dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan organisasi akan karyawan yang memiliki kemampuan dan berpengalaman yang sesuai.
Agar perencanaan berjalan secara efektif, manajer sumber daya manusia harus mempertimbangkan dua faktor utama yaitu : 
a. Rencana strategis organisasi yang menentukan sumber daya manusia bagaimana yang dibutuhkan.

b. Masa depan lingkungan perusahaan seperti masalah ekonomi, seperti masalah ekonomi, tersedianya dana perluasan yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan SDM.

 
Kedua yaitu penerimaan sumber daya manusia, aktivitas ini berkaitan dengan masalah pengadaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Pencarian SDM biasanya dilakukan melaui koran, internet, penyalur tenaga kerja dari mulut ke mulut dan mencari dari kampus-kampus. Ada dua macam penerimaan karyawan menurut Azhar Susanto yaitu :
“a.Penerimaan umum, penerimaan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan SDM pada tingkat operasional. Hal ini dilakukan saat organisasi memerlukan sejumlah SDM tertentu seperti tenaga operator, tenaga salesmen.
b.Penerimaan khusus, penerimaan karyawan ini dimaksudkan untuk mendapatkan SDM pada tingkat yang lebih tinggi atau tenaga ahli”.(Azhar Susanto,2004:98)

Ketiga yaitu pemilihan sumber daya manusia, aktivitas ini dilakukan dengan mengevaluasi informasi yang diperoleh dari formulir pendaftaran  atau lamaran yang diterima, interview, berbagai macam test. Bentuk informasi yang di anggap perlu oleh manajemen sumber daya manusia dalam penyeleksian untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan rencana yang ditentukan. Tahap-tahap yang dilakukan dalam pemilihan adalah :

“a. Melengkapi berkas lamaran, aktivitas ini dilakukan untuk    menunjukan posisi yang diharapakan oleh pelamar dan mendapatkan informasi awal yang diperlukan saat intriew.

b. Interview penyaringan awal, aktivitas ini dimaksudkan untuk   mendapatkan penilaian umum pelamar.

c. Test, aktivitas ini dilakukan untuk mengukur keahlian pelamar dibidang pekerjaannya dan kemampuan untuk belajar saat melakukan pekerjaannya.

d. Penelitian latar belakang, aktivitas ini dilakukan unutk mendapatkan ringkasan kebenaran tentang formulir lamaran.

e. Interview pemilihan secara mendalam, aktivitas ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang pelamar secara individu.

f. Uji kemampuan phisik, aktivasi ini dilakukan unutk mendapatkan kinerja yang efektif dari SDM.

g. Penawaran pekerjaan, aktivasi ini dilakukan mengisi lowongan kerja atau posisi tertentu di organisasi”.

(Azhar Susanto,2004:99)    

Keempat yaitu sosialisasi, aktivitas ini dilakukan untuk membantu SDM yang baru diterima agar dapat beradaptasi dengan lingkungan intern organisasi. Sumber daya manusia baru diperkenalkan terhadap karyawan baru tersebut dan di informasikan tentang tujuan organisasi, kebijaksanaan dan prilaku yang diharapkan terhadap karyawan baru.
Kelima yaitu pelatihan dan pengembangan, aktivitas pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja SDM saat ini agar mampu melaksanakan tugas yng diberikannya secara efektif dan efisien. Program pengembangan dimaksudkan untuk mempromosikan sumber daya manusia tersebut. Ada empat prosedur untuk menentukan kebutuhan pelatihan setiap individu dalam suatu organisasi :

  “a. Pelatihan kinerja

b.
Analisis kebutuhan pekerjaan

c. Analisis organisasi

d. Survei sumber daya manusia”.
(Azhar Susanto,2004:99)

Keenam yaitu penilaian kinerja, aktivasi ini dilakukan dengan membandingkan antara kinerja secara individu/organisasi/sub organisasi dengan standard yang telah ditentukan. Ada dua macam penilaian kinerja, yaitu :
a. Penilaian informal adalah proses yang dilakukan ecara terus menerus untuk memberikan masukan kepada bagian yang lebih bawah tentang seberapa baik mereka melakukan pekerjaannya.

b. Penilaian Formal secara sistematis adalah penilaian yan dilakukan antara satu tahun sekali atau dua tahun sekali.
Ketujuh yaitu mutasi, penurunan pangkat, pemecatan aktivasi ini mencerminkan nilai SDM tertentu bagi organisasi perusahaan. Sumber daya manusia yang menunjukan kinerja yang baik akan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi atau ditingkatkan keahliannya sedangkan SDM yang memiliki kinerja rendah akan diturunkan pangkatnya.
Setelah membahas ketujuh proses untuk mengelola sumber daya manusia di atas, maka diharapkan sumber daya manusia dapat terlaksana dengan baik dan bisa bekerja dengan efektif dan efisiensi di dalam suatu perusahaan.Oleh sebab itu suatu perusahaan harus melihat manajemen sumber daya manusia karena sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya fisik yang ada di perusahaan.  
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